SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 18
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

KABUPATEN MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun
2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Daerah Kabupaten
Magelang;

bahwa dalam rangka menyajikan laporan keuangan
Pemerintah Daerah sesuai Interpretasi Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Pengakuan
Pendapatan yang diterima oleh Rekening Kas Umum
Negara/Daerah serta dalam rangka menetapkan kebijakan
akuntansi terkait nilai satuan minimum kapitalisasi perolehan
awal aset tetap gedung dan bangunan, Peraturan Bupati
Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340):

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008
tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 18)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2017 Nomor 30);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 18) yang telah beberapa kali diubah
dengan Peraturan Bupati Magelang:

a.

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor
8);

Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016
Nomor 82); dan

Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Magelang
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor
30);

diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan dalam BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN huruf B.

PENGAKUAN diubah sebagai berikut:

Pendapatan LO diakui pada saat:

1. timbulnya hak atas pendapatan;

2. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diterima di

Rekening Kas Umum Daerah diartikan sebagai berikut:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.

2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai
pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke
RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan
bagian dari BUD.

3. Pendapatan kas yang diterima oleh satker/SKPD dan digunakan langsung
tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima sesuai ketentuan
wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan
daerah.

4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang
digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas
penerima sesuai ketentuan wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui
sebagai pendapatan daerah.

Ketentuan dalam BAB XI KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP huruf C.

PENGUKURAN diubah sebagai berikut:

1. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset gedung bangunan, adalah sama
atau lebih dari Rp 10.000.000,00 per unit.

2. Aset tetap peralatan mesin dan gedung bangunan yang nilainya tidak
memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak dicatat dalam
neraca tetapi dicatat dalam buku inventaris barang.

3. Pengadaan aset tetap tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya
tidak memperhatikan besar kecilnya pengeluaran merupakan aset tetap.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.
Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Desember 2019
BUPATI MAGELANG,
ttd
ZAENAL ARIFIN
Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
ttd
ADI WARYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 196702121993121001




